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1BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah pasal 1 angka  6  memberikan defenisi otonomi
Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut mengharapkan
implementasi otonomi daerah terutama masyarakat tingkat Desa. Untuk
mewujudkan maka dibentuklah suatu Lembaga Desa yaitu Badan
Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagai landasan Pemerintah Kabupaten
Kuantan Singingi telah mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA)
Kabupaten Kuantan Singingi No Tahun 2009 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa (BPD).
Reformasi dan otonomi Daerah sebenarnya adalah harapan baru
bagi Pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai
kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sebagian besar aparat Pemerintah
Desa, Otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang
kreatifitas bagi aparatur desa dalam mengelola Desa.
Dalam konteks sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan
2daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan Pemerintah terendah
adalah Kelurahan atau Desa. Dalam konteks ini, Pemerintah Desa
merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah Nasional
yang langsung berada dibawah Pemerintah Kabupaten.
Misalnya semua hal akan dilakukan oleh Pemerintah Desa harus
melalui rute persetujuan Kecamatan, untuk sekarang hal itu tidak berlaku
lagi. Hal itu jelas membuat Pemerintah Desa semakin leluasa dalam
menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan, dan dapat
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Desa.
Sementara itu dari sisi masyarakat, point penting yang dirasakan
didalam era Otonomi Daerah adalah semakin  transparannya pengelolaan
Pemerintah Desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi, dimana hal
tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif
terhadap jalannya pembangunan Desa.
Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Pemerintah Desa, selanjutnya disebut Desa dan Desa adat yang
disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang bewenang untuk mengatur dan
mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
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mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dibentuklah Badan
Permusyawaratan Desa ( BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang
berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang
memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan
pemerintah, pembangunan, dan pemberdayakan masyarakat.
Badan permusyawaratan Desa ( BPD ) dapat membuat Rancangan
Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan
menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan
memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol tehadap implementasi
peraturan Desa anggaran pendapatan dan belanja desa ( APBDesa ).
Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 pasal 55 yang menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) mempunyai fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan
Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan Menyalurkan
aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala
Desa.
Didalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa
bersama kepala desa tentunya Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )
sebagai legislasi desa mempunyai hak untuk mengajukan rancangan
Peraturan Desa, merumuskannya dan menetapkannya bersama pemerintah
desa, pembuatan peraturan sangat penting, karena desa  yang sudah
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dalam setiap aktivitasnya. Peraturan desa yang dibuat harus berdasarkan
masalah yang ada pada masyarakat menghendaki untuk dibuat Peraturan
Desa sebagai upaya penyelesaian permasalahan.
Selain itu, BPD juga menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat, menerima usulan atau masukan untuk rancangan suatu
Peraturan Desa dapat datang dari  masyarakat dan disampaikan melalui
BPD. Inisiatif juga biasa datang dari Kepala Desa. Usulan-usulan tersebut
dilakukan pemeriksaan apakah usulan tersebut mencakup semua keperluan
warga desa atau masalah tersebut datangnya dari golongan tertentu untuk
memenuhi kepentingan mereka sendiri. Berkenaan dengan hal itu, BPD
harus tanggap terhadap kondisi sosial masyarakat, setiap keputusan yang
dihasilkan diharapkan mampu membawa sebuah perubahan yang bersifat
positif bagi semua warga desa.
Disamping membahas rancangan peraturan dan menampung,
menyalurkan aspirasi masyarakat BPD juga harus melakukan pengawasan
terhadap Kepala Desa dalam pelaksanaan Peraturan Desa, melaksanakan
kontrol atau pengawasan tehadap Peraturan  Desa dan peraturan Kepala
Desa. Pelaksanaan pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
maksudnya disini yaitu pelaksanaan pengawasan terhadap APBDes dan
RPJMDes yang dijadikan sebagai peraturan desa dan juga pengawasan
terhadap keputusan Kepala Desa. Antara Perencanaan yang dibuat oleh
BPD, Baik dalam bentuk peraturan, program pembangunan dan lainnya
5tidak terlepas dari pengawasan, hal ini bertujuan sebagai proses
pengamatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan
berjalan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
Sebagaimana yang terdapat pada desa –desa lain, Desa Simpang
Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi juga
memiliki BPD. Dalam menyelenggaraan Pemerintahan Desa BPD
memiliki beberapa anggota. Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA)
Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 tentang BPD Pasal 4
menyebutkan bahwa jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah
penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan tertentu. Untuk lebih
jelasnya, perhatikan tabel berikut ini.
Tabel 1.1
Anggota BPD Desa Simpang Pulau Beralo
NO Nama Jabatan
1. Martinis Ketua BPD
2. Jasrondi Wakil BPD
3. Laswita Sekretaris BPD
4. Rudi Hartono Anggota BPD
5. Irwan Sutrisno Anggota BPD
6. Romaina Kaur Umum
Sumber : Kantor Kepala Desa Simpang Pulau Beralo Tahun 2016
6Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada selama ini berubah
namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa, perubahan ini didasarkan
pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada
filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang
proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang baik
diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk
mufakat untuk kemajuan desa. Desa simpang Pulau Beralo sebagai Desa
pemekaran yang baru berumur sekitar 4 tahun, tentunya membutuhkan
kerja yang maksimal dan membutuhkan pemikiran seluruh elemen
masyarakat dalam setiap bidangnya untuk kemajuan Desa.
BPD ( Badan Permusyawaratan Desa ) sebagai fasilitator dituntut
untuk lebih aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti:
mengadakan rapat, baik itu rapat formal, maupun rapat koordinasi
masyarakat dan Pemerintahan Desa, Pemerintahan Desa dengan BPD
supaya berjalannya demokrasi di Desa.
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Daftar Hadir Rapat Membahas MusrembangdDes di Desa Simpang
Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan singingi
Sumber : Arsip Kantor Kepala Desa Simpang Pulau Beralo Tahun 2016
Dalam rapat membahas Musrenbang Desa di Desa Simpang Pulau
Beralo Kecamatan Kuantan Hilir dari BPD yang hadir hanya ketua BPD
saja yang hadir. Hal ini membuktikan bahwa BPD kurang menjalankan
tugas nya dengan maksimal.
Dari ketentuan tersebut telah jelas segala sesuatu yang menjadi
fungsi Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ). Berdasarkan kenyataan
dilapangan yang terdapat di Desa Simpang Pulau Beralo Kecamatan
Kuantan Hilir Kabupaten Singingi dengan permasalahan sebagai berikut :
NO NAMA JABATAN
1 Yusnan Imam Masjid
2 Andi Sekretaris Desa
3 Nenen Kaur Pembangunan
4 Yusran Kaur Pemerintahan
5 Maramis Masyarakat
6 Darmansyah Kepala Dusun III
7 Sumardi Kepala Dusun I
8 Khaidir Kepala Dusun II
9 Martinis Ketua BPD
10 Tarmizi Masyarakat
11 Feri naldi Ketua RT I
12 Parmis Ketua RW 02
81. Kurang komunikasi antar anggota dengan pimpinan BPD itu sendiri. Hal
ini dapat dilihat dari tidak kehadiran anggota BPD dalam rapat yang
diselenggarakan di desa. Ini bisa dilihat pada table di atas.
2. BPD kurang maksimal dalam melakukan tugasnya karena masih banyak
kegiatan yang belum dijalankan atau belum terealisasi. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
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Kegiatan BPD di Desa Simpang Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016
NO Tentang Pelaksanaan Pokok-
Pokok
Kegiatan
Hasil
Kegiatan
Keterangan
1 2 3 4 5 6
1. Pengawasan
terhadap
Infrastruktur Desa
Martinis Melihat
lansung ke
lokasi
pembangunan
Telah
Terlaksana -
2. Tindak Lanjut
terhadap Aspirasi
Masyarakat
Seluruh
Anggota BPD
dan Perangkat
Desa
Rapat Belum
Terlaksana
Tidak Ada
Koordinasi
3. Pengawasan
Perlengkapan BPD
Seluruh
Anggota BPD
Rapat Kerja Belum
Terlaksana
Anggota
Banyak Tidak
Hadir
4. Pegawasan
terhadap
Pembelian
Perlengkapan
Kantor Desa
Jasrondi Melihat
Langsung ke
Kantor Desa
Telah
Terlaksana
Perlengkapan
Kantor Telah
Tiba di Kantor
5. Pelaksanaan
Administrasi BPD
Seluruh
Anggota BPD
dan Peserta
Rapat
Rapat Dengar
Pendapat
Belum
Terlaksana
Jadwal Belum
di Tentukan
6. Pelaksanaan
Administrasi BPD
Seluruh
Anggota
Rapat
Rapat
Pimpinan
BPD
Belum
Terlaksana
-
Sumber : Arsip Kantor Desa Simpang Pulau Beralo Tahun 2016
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Dalam tabel diatas terlihat ada 4 kegiatan dari 6 kegiatan yang tidak
terlaksana. Pertama tentang pengawasan infastruktur desa yang sebagai
pelaksana Martinis selaku ketua BPD melihat lansung kelokasi pembangunan
telah terlaksana, kedua tindak lanjut tentang aspirasi masyarakat dan ini
merupakan tanggung awab seluruh anggota BPD dan perangkat desa yang
seharusnya mengadakan rapat koordinasi dan ini belum terlaksana, yang ketiga
pengawasan perlengkapan BPD juga menjadi tanggung jawab seluruh anggota
BPD harus ada rapat kerja dan ini belum terlaksana dikarenakan kurang tingkat
partisipasi anggota pada setiap rapat, keempat pengawasan pembelian terhadap
perlengkapan kantor desa sebagai pelaksana Jasrondi meninjau lansung
kekantor desa dan sudah terlaksana, kelima pelaksanaan administrasi BPD
yang dilaksanakan ole seluruh anggota rapat pada rapat dengar pendapat belum
terlaksanakan karena jadwal belum ditentukan, keenam pelaksanaan
administrsi desa yang dilaksanakan oleh seluruh anggota rapat pada rapat
pimpinan BPD belum terlaksana. Hal ini terjadi dikarenakan anggota BPD
kurang bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya di Desa Simpang
Pulau Beralo tersebut.
Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih
dalam lagi dengan berjudul “Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) di Desa Simpang Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten
Kuantan Singingi”
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1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan rumusan
masalah dalam penelitian ini yaitu :
1.Bagaimanakah Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Di Desa Simpang Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi ?”.
1.3. Tujuan Penelitian
1.Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) Di Desa Simpang Pulau Beralo Kecamatan Kuantan
Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian dari penelitian ini adalah:
1. Untuk Peneliti : Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan
informasi bagi mereka yang ingin meneliti lebih dalam tentang
analisis fungsi BPD.
2. Untuk Praktisi: Memberikan informasi mengenai fungsi BPD yang
diharapkan dapat dijadikan masukan untuk peningkatan kinerja
anggota BPD di Desa  agar lebih baik lagi.
3. Untuk menambah pengetahuan, keterampilan dan cara berfikir
penulis dalam mata kuliah metodologi penelitian dan sumbangan
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pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian
dalam konteks permasalahan yang sama dimasa yang akan datang.
4. Untuk melengkapi sebagian persyaratan guna menyelesaikan studi pada
jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial di UIN
Suska Riau.
1.5 Sistematika Penulisan
Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini,
penulis membaginya kedalam bab sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan
penelitian,     manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II : TELAAH PUSTAKA
Dalam bab ini beberapa pengertian yang menunjang terhadap
penelitian ini, seperti teori tentang Otonomi Daerah, , Otonomi
Desa, Pemerintahan Desa, pengertian BPD, fungsi BPD,
penelitian pendahuluan, kerangka pemikiran, defenisi konsep,
konsep operasional, variabel penelitian.
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BAB III : METODE PENELITIAN
Berisikan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian,
populasi sampel, teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber
data, metode pengumpulan data dan analisa data.
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Berisikan gambaran umum objek yang akan diteliti, seperti
lokasi penelitian, karakteristik dan demografi Badan
Permusyawaratan Desa ( BPD ) di Simpang Pulau Beralo
Kecamat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini membahas hasil penelitian tentang fungsi Badan
Permusyawaratan Desa Simpang Pulau Beralo Kecamatn
Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
BAB VI  : PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan atas hasil penelitian serta kritik
dan saran yang bersifat membangun untuk objek penelitian agar
dapat untuk lebih baik lagi kedepannya.
